masalah dugaan pelanggaran HAM yang menimpa warga di perbatasan

selama kurang lebih 36 tahun.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran ilmiah terhadap dokumen historis dan fakta
juridis terkait dengan masalah perbatasan antara Kabupaten Ngada dan
Kabupaten Manggarai, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa
pengaturan perbatasan wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai
yang dimuat dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22
Tahun 1973 belum memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum. Hal ini dapatlah dicernah dari beberapa poin berikut:
1. Sesungguhnya prosedur pembuatan SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun

1973 dilakukan secara sepihak. Masyarakat perbatasan Kkhususnya
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masyarakat suku Baar tidak pernah dilibatkan bahkan didengarkan suaranya
dalam pembuatan SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 tersebut.
Gubernur sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat keputusan
bersubstansikan perbatasan wilayah antar kabupaten Ngada dan Kabupaten
manggarai hanya menggunakan SKB 20 Januari 1973 Nomor Khusus/1973
sebagai reverensinya tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Mencermati
SKB 20 Januari 1973 Nomor Khusus/1973 yang dibuat oleh Bupati Ngada
dan Bupati Manggarai di Aimere ternyata penuh dengan cacat substansi dan
cacat prosedural. Argumentasi yang dibangun sebagai alasan pembenar
untuk menetapkan titik batas Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai
di Buntal adalah peta tahun 1916 dan peta tahun 1918 serta titik batas
wilayah kekuasaan Baar kakak dan Baar adik yang pernah berpisah pada
tahun 1933. Namun kedua alasan di atas menjadi tidak tepat karena peta
tahun 1916 dan peta tahun 1918 merupakan peta pertahanan dan bukan peta
perbatasan. Indikatornya, Peta Pertahanan produk US Army adalah produksi
ulang dari peta 1916-1918. Karena merupakan produksi ulang, maka dengan
sendirinya mengindikasikan bahwa Peta 1916-1918 adalah Peta Pertahanan.
Selanjutnya, bergabungnya Baar kakak dan Baar adik pada tahun 1969
menjadi bukti bahwa alasan menetapkan SK Gubernur NTT Nomor 22
Tahun 1973 di Buntal sebagai titik batas kedua kabupaten tersebut menjadi
luntur dan batal demi hukum.

. SK Nomor 22 Tahun 1973 yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT pada

tataran implementasinya memunculkan banyak persoalan. Kerinduan akan
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keberadaan produk hukum ini sebagai pemberi solusi, penjamin keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak terutama masyarakat
yang mendiami wilayah perbatasan (suku Baar) tidak pernah terwujud.
Protes dan penolakan keras terus dilancarkan oleh masyarakat perbatasan
(suku Baar) khususnya dan masyarakat etnis Riung umumnya. Namun,
penolakan demi penolakan dan protes keras yang dilakukan tidak pernah
dihiraukan. Ibarat mengenakan pelana kuda, pihak pemerintah kedua
kabupaten beserta pihak pemerintah Propinsi NTT tetap memaksakan
pengaturan perbatasan wilayah antara kabupaten Ngada dan Kabupaten
Manggarai yang diatur dalam SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973
tersebut untuk terus diberlakukan. Bahkan penolakan dan protes tersebut
ditanggapi dengan tindakan kekerasan yang pada titik terakhir bisa
disimpulkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia katagori berat. Pada
tahun 1982, manipulasi terhadap prosedur pembuatan SK Gubernur NTT
Nomor 22 Tahun 1973 dilanjutkan dengan manipulasi pada saat
pemasangan tugu/titik/pilar batas. Berdasarkan SK Gubernur NTT Nomor
22 Tahun 1973 tuguf/titik/pilar batas dipasang di Buntal, namun tim
pemasang tugu/titik/pilar batas memasangnya di Labuan kelambu,
memasuki kurang lebih 12 kilo meter kearah timur, wilayah Kabupaten
Ngada. Realita ini kemudian memperpanjang dan memperdalam
penderitaan masyarakat perbatasan (suku Baar) serta memperparah konflik

di daerah perbatasan.
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3. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah propnsi NTT saat ini
adalah:

a. meninjau kembali SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 serta
kebijakan publik dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi
NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Kabupaten
Ngada yang merujuk kepada SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973
tersebut.

b. merumuskan kembali pengaturan hukum tentang perbatasan wilayah
antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai dengan
memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006
tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah serta menjamin perasaan adil
masyarakat perbatasan (suku Baar).

c. bahwa pihak yang berwenang yang dalam hal ini lembaga
KOMNASHAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) RI untuk segera
melakukan penyelidikan masalah dugaan pelanggaran HAM yang

menimpa warga di perbatasan selama kurang lebih 36 tahun.

5.2 Saran
Berdasarkan tahap-tahap yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah maka Menteri
Dalam Negeri harus memverifikasi langsung sejarah dan fakta sosial-historis
serta bukti-bukti hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang hidup

dan bertahan di tengah tatanan hidup masyarakat yang bersentuhan langsung
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dengan garis perbatasan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 69
Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1l Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara

Timur, sebelum menetapkan titik koordinat dan memuat peta perbatasan.
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\ Agno. Pem, 6672/22,

KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAIL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Nu, 22 TAHUN 1473,

lenlbung

PEHEGASAM PEREATASAN ANTARA DAERAIKABUPATEN NGADA
DAN RABUPATEN MANGGARAL DI BUNTAL

T et , b GRS beseeles.

GUBERNUL KEPALA DAERAN PROPINST NUSA TENGGARA TIMUR

Pernyatiwan bersan anturn pemerintal kabupaten Ngada dan pemerintah kubupaten
Manggarai No. KHUSUS/Z1973 yung dicetuskan daliom pertemuun bersuma di Almere
tanggal 20 Januari 1973 dalam rangka penyelesainn sengketa tanah perbatasan untara
kabupaten Ngada dan kabupsten Manggarai di Buntal;

bahwie demi antuk menjamin adanya kepastinn hukum, keamunun dan kclurlihuu_
wii serti untuk keliunearin rodac pemerintahan dan punbungunun f""’?s I, r:lukué},'_
dinnggap perlu untuk menegaskan kembali batas intura kul!l!pn el YR

habupaten Manpparai sesoai pernyitaan dimaksud;

Lo Undang-undang Noo 18 whun 1905 (LN, The 1965 No. 83) tentang Pukok-pukuk
Pemerintalin Dicrah jo. Undang-undang No. 6 thun 1969 (LN th, 1969 No. 37)
tentung pernyatian tdak beclukunya berbagal undang-undung  dan persturan
pemerintah peaggganti undamng-undang; o

Ao Unding-undang Noo G4 tahun 1958 (LN, th, [958 No. 115) tentang pembentukan
wiliyuhewilayul daeral tingkat | Bali, Nusa Tenggars Barat dan Nusu Tenggurn
Timur; . v

B0 Undung-undpng No. 09 tahun 1958 (L.NL th, 1958 No. 122) tentang Pembentukun
diverahedaerah tinghat W dadwm wilayah doaerah tingkat | Bali, Nusa Tenggura Barat
dan Nusa Tenggara Timur;

J 4. Instruksi Gubernur Kepalu Daeruh Propinst Nusa lu'fgluru Timur No. 2 tahun
ST ety Menuriibun ulnaqluh purbutunen antuen fuhupaten duelum Proplisg

MEMUTUSKAN:

Menegaskun kembali bahwa perbatusun unturn Daerah Kobupaten Ngadu dan Kabu-
paten Munguarsi tetap tidak berubah sesuui butas-butas geografls darl pemerintuhan
sebelumnya sebagiimana tercantum dulam peta lopugruﬁ tahun 1916 dun tuhun 1918
ying ada padda Pemerintah Daeral Kubupaten masing-musing;

Menupa

i kepada Pemerintuh hulmpulun Nguda dun  Pemerintuh Kabupaten
Munggurai untuk segeric melaksunakun isi pernyatann bersuma No. KHUSUS/1973
tinggal 20 Junuari 1973 tersebut di ates dengan berpedoman puada Instruksi
Gubernur Kepala Duerah Prop. NTT No. 2 twhun 1972 tentang Penertibun musalah
perbatasan antarn knbupaten dan kabupaten di Nusa Tengguen Timur;
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Ketipa fo Keputisan ind mubii berlaku pada tvnggal ditetnpkan dan berlaku surul mulni tnnggul
ik TN dewgeon betentuan apabilu di kemuodinn hael ternynin e rebnpd kekelig.

andalamnya ks ahan ditingat, divubah dan diperbuihi kembali sebupnimiinn
— = &bl

nestiny;

—

Ditetapkan i D Kupang.
Pada tanggal ¢ b Maret 1973,

\ An. Gubernur Kepala Dacrah Prap, NTT
Seckretaris,
Cap. ub. tidak terbaca,
td.t.

’ Drs. UMBU TONGA

Uryf,'u]t salfn y@ng ebumr.i 5

o Meateri Iinlmu Ncg-:l'l di Jakarta, ﬂ
Lo Retun EPRD Prop, NTT oi Kupang,
Jo Ketua RIYIREY Kab, Manggarai di Rutengs,

4o Retua DERU Sab, Ngada di Bajawa, "‘/
5. Bupati Kdh, Kab. Ngada di 1S ajawit,

0. Bupati Kdh, Kab, Manggarai di Ruteng.

7. Arsip

7:_r|1rffkuu L e d a .-
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PEMNYATAAN BEKS A M A !
Nomor: KHUSUS/ 197,

BUPATE KEPALA DALERAN RABUPATEN MANGGARAL 5
DAN
HUPATE KEFALA BAERAL KABUPAT N NGADA

Bl wtnbi g Lo talia pertibaian pedatanan antara

Eyar Daeeal Kalipaten Iebiongrrai slan
takyar 15

Buntil antarc Wiliyali Denn
an Bl i osatue pihiak din Wilayah  desa” Snmbinasi
ki Kevamation Riung padda pihiak Liinnya, perlu segera diselesaikan:
abii untuk tjnan dimaksud, kedug Pimpinan Dacrah
herekadan bubiat yang saoma unuk menyelesuikunnya;

b Babmpaten Mpgada sel.
Ciululijun daliim Ky

Kabupaten, mempunyai

Fleanperipihine Pobe Sefarall peagralis Wilavali bekas Swiapraji Manggaral pada satu piliak dan bekas
\.\w;; pada piliak Jainnyn yang dilanjutkan dengan  pembentukan
Pemerilitahan bekas Onderaldeling  Manggarai dan Onderaldeling Nguda puda
Zaman Pemerintaban Hindia Belanda yung dipertegas dengan peta Topogralis
Tahun 1910 dan Tabun 1918 yang ads padi Duerah Kabupaten masi s-Inusing:
Seiarall Pemerintalion. Wiliyah Kepula Pemerintahun Setempat masing-musing -
Munggureal dun Ngadan podn Zianuan berdivinya behus Dueral Plores e L
b od 5 o TS
Qo Sefarall pembentukan Dacralicdaerah Kabupaten dalum I;?k_:_fgkl:mpﬁ ,_r)r_lﬂ_l'(gf{jfuj:}.‘.r_ )
tip Musa Tenggpari bendasarkn Unding-unding N, 69 Tihun 1958 Yuug meneitu.
hann Wilay ah Geagrabin bagn nising-nvaning Dierah Kaubupaten, antura lain Daciah .
Rabupaten Manggeaiat menputi bhekas Wikayale Yurisdikst Swapraja Muangpirad dun I'
Daecral Kabupaten Npadao meliputi bekas Wilayali Yurisdikai Swaprnju-swuprija )
Ny, Nageheo daon Wiy '

1

ﬁ--l. tustrubst Gubernure Kepala Daerahe Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 2719712
tangggal O Jamuard 1972 dan sueatesural dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Nusac Tenggara Tioue masing-masing tanggal 7 Januari 1972 No. Pen, 06/5/12
i 21 Nopemiber 1972 Noo e, 6h/827 sertn Teles tangpal 5 Janvari 1973
Plos Poem, Gnd Sz, 3

Blenpingal Lo Uhbigg-wmdangg Moo 18 Tl 19065;
Lo Wik unddiongs Nog 08 Falian 1954 °
Kbl g s Ryl bevana antara Pemgeintale Daeral Kabupaten Npada dan Penerintah

Praceale Kabipaten Mavggoat Fanggzal 20 Januai 1970 di Aimere,

KMENMUITUSKAN:

Menyatak, o ; ) X ’
PERTARK S Folerhataan e Kabapiden Mangganad dan Davrads Kubupaten Ngada tethp tidak
berobiade dand bty geogralis dari Pemerintalianpemerintalian sehelunmya sesuai Peta
Topagivatie Vil 1@ dan Taliin 198 yang wda panda Daveal Kabupaien

i ”_M

fohupaya hedun Peioerintel Daerale Kabupaten menegahkan ke
prerhig

it

Fo A - mbali iuuu;r_uk-iungg;:k
; ying telale tidak jelas, i empat-tenpat yong perlu auprnfung guris
perbatisan dari Utari ke Selatan yaitu:

Lol I{vl'.|mlul!Nnn“uwllm. Waebukn, Holu Wae Baku, Gola Ll:lllull“. Gulu Tung
Peta, Golo Muogel, Golo bukarusa, Golo Wituwerl, Gula Tagang, Wae Bubi, Gola My
Fulung, Galo Pose Naue, Hula Alo Deda, Hulu Alo Mols Timar, Hulu Waegoong,
menujo Waeapar ke pertemin Wae Mokel sionpad ke muarinyn di wlub Almere,

Tk u.JATuLglea... Kowdin 10e8 1 lapansan, ;j-'wc

e
> T B S p SR B

e i P
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i ey
R L o i endapar Reheat et asingemasing Daeral Kubupaten, maka ingin beps
dhormea b dhadannn walale sato Daevade Foabpaten, maka vakyat dimaksod harus Bersedin
e ko b Dacerale Kalvpaten yang hersanpghatan, ‘

B Jika terdapan JGikyar yang berdomisili dari salah sat Kabupaten ingin menggarap
tanale oi Daveah Kabupaten lain, maka Rakyal yang bersnngkutan diwajibkan
membayie IPEDA pada Kabupaten dF mana ia menggarap tanah.

S R A Cohengenad Lumbgng Desa yvang sudah dibangunkan oleh Rakyat Desa Sambinasi (I:Iri.
- Paerah Kabepaten Ngada dari Keaanpan Rp 100.000,- per Desa di Wainterong/ Desa
ol Lo K'.IIHIIJ‘:IH\'II Mngearad, digantiban kembali dengun Kewangan Rp 100,000, -

e Desa et Gialo 1*i'|||n aleh Penerintah Daevah Kabupaden Manpgarai,
Fi Desn Sambinasi Kabupaten Npada dan Desa Gula
iakan dilaksanakan oleh kedua Pemerintal pada waktu

LI EA o Penepganan kepada Rakyan o
Lijun Kabupaten Mangp
vangy sinphal. '

KEENAM o Penertiban terhadap pelaksaman pernyidaan penegasan ini dilaksanakan oleh
Pemerintal Daeral masing-masing.

ATNE R, 2D JANUARL 1970,

e P
281 KiPaLa DAKAAR i et KXPALA DAKRAN
AX, R NG ADA,

0

Pevovataan i dissnpaikan hepada

I Py Gabereds Kepala Daerah Prapinsd Nosa Tengpara Timur di Kupang.

D0 Kenwa OPRT NasacTeng e Tinor Ji Kapaog, z :
LoMUSEIDA Propinst Nusa Teapggara Timar di Kupang.

A, Ketun DERD Kabupaten Muamparai di Ruteng, -

S5, Ketua DPRD Kabupaten Npgadic di Bajawa,

G, MUSPIDA Kabupaten Manggaeai di Ruteng,

7. MUSMDA Kabupaten Npada di Bajawa,

Ko Para Ki.’|\'l1<‘ll Pemerintahnn Kecamatan Kabupaten Mangparai,
9. Para Fepala Pemerintahian Kecamutan se-Kabupaten Ngada,
10, Para Kepala Desa sekitar Perbatasan kedua Dacrah Kabupaten,

~
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